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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Peraturan KIA Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda
Penduduk merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk melindungi
identitas anak. Perlindungan hak anak telah menjadi perhatian dunia,
termasuk Indonesia. Penting bagi bangsa dan negara untuk melindungi diri,
karena anak merupakan aset yang tak tergantikan bagi kelangsungan hidup
bangsa Indonesia. Salah satu titik fokus perlindungan anak di Indonesia
adalah upaya melindungi dan mewujudkan hak atas identitas diri anak.
Identitas anak Anda penting karena mempertahankan nama, tanggal lahir,
tempat tinggal, ikatan keluarga, dan status kewarganegaraan Anda.
Pemberian KTP yang resmi dan diakui secara nasional ini ditujukan oleh
pemerintah pusat dengan memberikan KTP anak melalui Permendagri
Nomor 2 Tahun 2016 tentang KTP Anak. Kartu Tanda Penduduk atau KIA
merupakan tanda pengenal resmi nasional bagi anak-anak di seluruh
Indonesia dan dapat digunakan untuk anak-anak. Pelaksanaan KIA

membutuhkan dukungan  semua pemangku kepentingan, mulai dari
peralatan tingkat kantor lokal, termasuk peralatan kependudukan dan
registrasi, peralatan kantor lokal, dan semua peralatan organisasi lokal.
Melalui Biro Pendidikan, Biro Pariwisata, dll, dan integrasi KIA. Yang

penting, data pribadi yang diberikan KIA cukup untuk menjelaskan
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bagaimana akan muncul di kartu keluarga dan termasuk akta kelahiran,
sehingga anak-anak pemegang KIA akan membutuhkannya, tidak
memerlukan dokumen seperti kartu keluarga atau akta kelahiran untuk
mengaksesnya. . Penyederhanaan dan integrasi KTP anak memungkinkan
kemampuan dan tujuan KIA dalam memberikan pendataan, perlindungan,

pelayanan publik, dan pemenuhan hak konstitusional anak.

B. SARAN

1.

Rekomendasi penulis untuk kesimpulan di atas adalah:

Dengan kartu Kota dan anak-anak yang cukup dengan akta kelahiran
melemahkan arahan ini, masih tergantung pada peningkatan kebijakan KIA
sedangkan aturan kebijakan KIA melemahkan dan menggabungkan aturan
kebijakan KIA yang ada. Tinjauan Kehadiran orang dan keberadaan anggota
Tinjauan Regulasi Rumah Identifikasi Anak-anak 2016, tidak ada artikel
yang memberikan sanksi. Jika orang tua Anda tidak mendaftarkan anak-anak
untuk mendapatkan Kear, ketentuan-ketentuan ini disarankan untuk
dikoreksi di beberapa daerah. Implementasi

KIA membutuhkan dukungan dari semua pihak dari populasi dan perangkat
layanan populasi. B. Dengan mengintegrasikan KIA, seperti kantor
pendidikan, kantor wisata. Poin ini harus dibutuhkan oleh pemegang KIA
jika Anda memerlukan dokumen seperti kartu kata atau akta kelahiran. Akta
Kelahiran Kemandirian dan integrasi dokumen identitas anak

memungkinkan fungsi dan tujuan Kia untuk menyediakan survei data,
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perlindungan, dan layanan publik, dan pemenuhan hak-hak konstitusional

anak-anak.
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